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Abstrak 

Dana Perimbangan merupakan instrumen finansial dari APBN yang bertujuan mendukung otonomi daerah dan 

meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat. Dana ini terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana 

Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang dirancang untuk mengurangi ketimpangan 

fiskal antara pemerintah pusat dan daerah serta antar-daerah. Meskipun bertujuan untuk memacu daerah 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), ketergantungan daerah terhadap dana pusat masih signifikan. 

Dana Perimbangan juga berfungsi sebagai upaya pemerataan pembagian keuangan secara adil, proporsional, dan 

transparan, sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah masing-masing. Implementasi dana ini diharapkan 

dapat mengurangi ketergantungan fiskal dan mendorong efisiensi pengeluaran pemerintah di tingkat daerah. 

Kata Kunci: Dana Pembagian, APBN,Dana Alokasi Khusus 
 

Abstract 

The Balancing Fund is a financial instrument of the State Budget that aims to support regional autonomy and 

improve services and community welfare. These funds consist of Revenue Sharing Funds (DBH), General 

Allocation Funds (DAU), and Special Allocation Funds (DAK), which are designed to reduce fiscal imbalances 

between the central and local governments and between regions. Although it aims to spur regions to increase 

their own-source revenues (PAD), regional dependence on central funds is still significant. The Balancing Fund 

also functions as an effort to equalize financial distribution in a fair, proportional, and transparent manner, in 

accordance with the potential and needs of each region. The implementation of these funds is expected to reduce 

fiscal dependency and encourage the efficiency of government spending at the regional level. 
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PENDAHULUAN 

Sebagai suatu bentuk integral yang dilakukan pemerintah dengan melakukan pembangunan 

yang merata di seluruh wilayah dengan menyeratkan indikasi keseriusan dari para pemimpin negara 

kita untuk kehidupan yang lebih baik lagi kedepannya. Salah satunya dengan diberlakukannya UU 

No. 25 Tahun 1999 pada januari 2001, mengenai desentralisasi fiskal, yaitu perimbangan keuangan 

antara pemerintah pusat dan daerah. Sesuai dengan UUD 1945 pada pasal 18A ayat 2dimana termuat 

“Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya 

antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras 

berdasarkan undang-undang”.Mengingat Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki banyak 

pulau yang terbentang luas dari Sabang hingga Merauke. Dengan kedudukan ibu kota negara berada 

di Jakarta, permasalah yang telah lama muncul akibat dari begitu luasnya negara kita adalah, apakah 

pemerintahan pusat berlaku adil terhadap pemerintahan yang ada di daerah, baik sebelum dan setelah 

adanya kebijakan mengenai otonomi daerah (Desentralisasi).  

Desentralisasi memberikan implikasi yang bervariasi terhadap kegiatan pembangunan antar 

daerah, tergantung pada pengaturan kelembagaan, dan desain menyeluruh dari pembagian wewenang 

dan perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah. Risiko paling besar adalah ketika 

sumber utama penerimaan pemerintah diserahkan kepada pemerintah daerah tanpa diikuti langkah-

langkah kebijaksanaan yang menjamin mobilisasi pendapatan daerah untuk membiayai berbagai 

pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.Permasalahanaya sekarang adalah 
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apakah pelaksanaan desentralisasi fiskal tersebut mampu memberikan dampak positif terhadap 

distribusi pendapatan 2masyarakat melalui kebijakan pengeluaran sektor publik, serta kebijakan fiskal 

dan desain sumbangan pemerintah pusat kepada daerah yang tidak lain bersumber pada dana 

perimbangan. 

 

METODE 

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan pendekatan 

teori dan pustaka dengan referensi penelitian yang telah dilakukan. Menurut (Dr. Umar Sidiq, M.Ag 

Dr. Moh. Miftachul Choiri, 2019) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan 

penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan 

cara kuantitatif. Penelitian kualitatif dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, 

fungsionalisme organisasi, pergerakan sosial, dan hubungan kekerabatan. Beberapa data dapat diukur 

melalui data sensus, tetapi analisisnya tetap analisis data kualitatif. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengertian Dana Perimbangan 

Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari dana APBN 

untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian 

otonomi kepala daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang 

semakin baik (Widjaja, 2002).Menurut Elmi (2002), secara umum tujuan pemerintah pusat melakukan 

transfer dana kepada pemerintah daerah adalah:1. Sebagai tindakan nyata untuk mengurangi 

ketimpangan pembagian "kue nasional", baik vertikal maupun horizontal. 2. Suatu upaya untuk 

meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah dengan menyerahkan sebagian kewenangan di bidang 

pengelolaan keuangan negara dan agar manfaat yang dihasilkan dapat dinikmati oleh rakyat di daerah 

yang bersangkutan.Secara umum Dana Perimbangan merupakan pendanaan Daerah yang bersumber 

dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi 

Khusus (DAK). Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu Daerah dalam mendanai 

kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan 

antara Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-Daerah. 

Dana Perimbangan juga adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan 

kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan DesentralisasiNamun 

selama ini sumber dana pembangunan daerah di Indonesia mencerminkan ketergantungan terhadap 

sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat (Sumiyarti dan Imamy, 2005). Sejalan dengan itu, 

Elmi (2002) juga 4menyatakan bahwa ketidakseimbangan fiskal (fiscal inbalance) yang terjadi antara 

pemerintah pusat dan daerah selama ini telah menyebabkan ketergantungan keuanganpemerintah 

daerah kepada bantuan dari pemerintah pusat yang mencapai lebih dari 70 persen kecuali Propinsi 

DKI Jakarta.Padahal sebenarnya bantuan dana dari pemerintah pusat tersebut hanyalah untuk 

rangsangan bagi daerah agar lebih meningkatkan sumber penerimaan pendapatan asli daerahnya, yang 

merupakan bagian penting dari sumber penerimaan daerah, bukan menjadikannya sebagai prioritas 

utama dalam penerimaan daerah. 

 

Pembagian Dana Perimbangan 

1. Dana Bagi Hasil (yaitu Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)Dana Bagi 

Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah 

berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan 

Desentralisasi. Sumber-sumber penerimaan perpajakan yang dibagihasilkan meliputi Pajak 

Penghasilan (PPh) pasal 21 dan pasal 25/29 orang pribadi, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta 

Bagian Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sementara itu, sumber-sumber 

penerimaan SDA yang dibagihasilkan adalah minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, 

kehutanan, dan perikanan.Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000, bagian daerah 

dari PPh, baik PPh pasal 21 maupun PPh pasal 25/29 orang pribadi, ditetapkan masing-masing 

sebesar 20 persen dari penerimaannya. Dua puluh persen bagian daerah tersebut terdiri dari 8 persen 

bagian Propinsi dan 12 persen bagian Kabupaten/Kota. Pengalokasian bagian penerimaan pemerintah 

daerah kepada masing-masing daerah Kabupaten/Kota diatur berdasarkan usulan gubernur dengan 

mempertimbangkan faktor-faktor seperti jumlah penduduk, luas wilayah, serta faktor lainnya yang 
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relevan dalam rangka pemerataan.Sementara itu, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 

Tahun 2000, bagian daerah dari PBB ditetapkan 90 persen, sedangkan sisanya sebesar 10 persen yang 

merupakan bagian pemerintah pusat, juga seluruhnya sudah dikembalikan kepada daerah. Dari bagian 

daerah sebesar 90 persen tersebut, 10 persennya merupakan upah pungut, yang sebagian merupakan 

bagian pemerintah pusat. 5Sementara itu, bagian daerah dari penerimaan BPHTB berdasarkan UU 

No. 33 Tahun 2004 ditetapkan sebesar 80 persen, sedangkan sisanya 20 persen merupakan bagian 

pemerintah pusat. Dalam UU tersebut juga diatur mengenai besarnya bagian daerah dari penerimaan 

SDA minyak bumi dan gas alam (migas), yang masing-masing ditetapkan 15 persen dan 30 persen. 

Sementara itu, penerimaan SDA pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan, ditetapkan masing-

masing sebesar 80 persen. 

2. Dana Alokasi Umum (DAU)Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan 

keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang dimaksud dengan dana alokasi umum yaitu dana 

yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar 

daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.Pada 

Pasal 7 UU No. 33 Tahun 2004, besarnya DAU ditetapkan sekurangkurangnya 25 persen dari 

penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk daerah Propinsi dan untuk 

daerah kabupaten/kota ditetapkan masingmasing 10 persen dan 90 persen dari DAU.Dana Alokasi 

Umum (DAU) bersifat “Block Grant” yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai 

dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka 

pelaksanaan otonomi daerah.Dana Alokasi Umum terdiri dari:a) Dana Alokasi Umum untuk Daerah 

Provinsib) Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten/Kota.Penerapan PengalokasianBesarnya 

Dana Alokasi Umum diterapkan sekurang - kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang 

dterapkan dalam APBN. DAU ini merupakan seluruh alokasi umum Daerah Provinsi dan Daerah 

Kabupaten/Kota. Kenaikan Dana Alokasi Umum akan sejalan dengan penyerahan dan pengalihan 

kewenangan Pemerintah Pusat kepada Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.6Jumlah Dana 

Alokasi Umum bagi semua Daerah Provinsi dan Jumlah dana Alokasi Umum bagi semua Daerah 

Kabupaten/Kota masing-masing ditetapkan setiap tahun dalam APBN. Dana Alokasi Umum untuk 

suatu Daerah Provinsi tertentu ditetapkan berdasarkan jumlah Dana Alokasi Umum untuk suatu 

daerah provinsi yang ditetapkan dalam APBN dikalikan dengan rasio bobot daerah provinsi yang 

bersangkutan, terhadap jumlah bobot seluruh provinsi. Porsi Daerah Provinsi ini merupakan 

persentase bobot daerah provinsi yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua daerah provinsi di 

seluruh Indonesia.Dana Alokasi Umum untuk suatu daerah Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan 

berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk seluruh daerah Kabupaten/kota yang 

ditetapkan dalam APBN dengan porsi daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.Berdasarkan 

tentang dana perimbangan, maka kebutuhan wilayah otonomi daerah merupakan perkalian dari total 

pengeluaran daerah rata-rata dengan penjumlahan dari indeks: penduduk, luas daerah, kemiskinan 

relatif dan kenaikan harga setelah dikalikan dengan bobot masing-masing indeks.1. Indeks Penduduk 

+2. Indeks Luas Wilayah +3. Indeks Kemiskinan Relatif +4. Indeks Harga.Potensi ekonomi daerah 

dihitung berdasarkan perkiraan penjumlahan penerimaan daerah yang berasal dari PAD, Pajak Bumi 

dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan dan Bagi Hasil 

Sumber Daya Alam, yang dituliskan sebagai berikut:PAD + PBB + BPHTB + BHSDA + PPHBobot 

daerah adalah proporsi kebutuhan dana alokasi umum suatu daerah dengan total kebutuhan dana 

alokasi umum suatu daerah.Hasil Perhitungan Dana Alokasi Umum untuk masing-masing Daerah 

ditetapkan dengan Keputusan Presiden berdasarkan usulan Dewan Pertimbangan Otonomi 

Daerah.7Tata Cara Penyaluran DAU Hasil perhitungan Dana Alokasi Umum untuk masing-masing 

daerah ditetapkan dengan keputusan Presiden berdasarkan usulan Dewan Pertimbangan Otonomi 

Daerah.Usulan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah setelah mempertimbangkan faktor 

penyeimbang. Faktor Penyeimbang adalah suatu mekanisme untuk memperhitungkan dari 

kemungkinan penurunan kemampuan daerah dalam pembiayaan beban pengeluaran yang akan 

menjadi tanggung jawab daerah. Usulan Dewan Alokasi Umum untuk masing-masing daerah 

disampaikan oleh Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Penyaluran Dana Alokasi Umum kepada 

masingmasing kas daerah dilaksanakan oleh Menteri Keuangan secara berkala.Pelaporan Penggunaan 

DAUGubernur melaporkan penggunaan DAU untuk Provinsi setiap triwulan kepada Menteri 

Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, paling lambat satu bulan setelah berakhirnya triwulan yang 

bersangkutan. Ketentuan ini juga berlaku kepada Bupati/Walikota dengan tambahan berupa tembusan 
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pada Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di daerah.DAU Dalam Masa PeralihanDalam masa 

peralihan dengan berlakunya PP No. 104 tahun 2000, pelaksanaan alokasi Dana Alokasi Umum 

disesuaikan dengan proses penataan organisasi pemerintahan daerah dan proses pengalihan pegawai 

ke daerah. Dana Alokasi Umum ini dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan jumlah 

pegawai yang telah sepenuhnya menjadi beban daerah, baik pegawai yang telah berstatus sebagai 

pegawai pemerintah pusat yang dialihkan menjadi pegawai daerah. Dalam hal pegawai pemerintah 

pusat yang telah ditetapkan untuk dialihkan kepada daerah belum sepenuhnya menjadi beban daerah, 

pembayaran gaji pegawai tersebut diperhitungkan dengan Dana Alokasi Umum bagi daerah yang 

bersangkutan. Jangka waktu masa peralihan adalah sampai dengan semua pegawai pemerintah pusat 

yang telah ditetapkan untuk dialihkan kepada daerah telah sepenuhnya menjadi beban daerah yang 

bersangkutan. 

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)Pengertian dana alokasi khusus menurut UU No. 33 Tahun 

2004 adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu 

membiayai kebutuhan khusus, termasuklah yang berasal dari dana reboisasi. Kebutuhan khusus yang 

dimaksud yaitu:1. Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi 

umum, dan/atau 2. Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. Penerimaan negara 

yang berasal dari dana reboisasi sebesar 40 persen disediakan kepada daerah penghasil sebagai DAK. 

Dana Alokasi Khusus (DAK) digunakan untuk membiayai investasi pengadaan dan atau peningkatan 

prasarana dan sarana fisik secara ekonomis untuk jangka panjang. Dalam keadaan tertentu, Dana 

Alokasi Khusus dapat membantu biaya pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana tertentu 

untuk periode terbatas, tidak melebihi 3 (tiga) tahun.Bentuk Dana Alokasi KhususDana Alokasi 

Khusus dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan usulan daerah yang berisi usulan-usulan 

kegiatan dan sumber-sumber pembiayaannya yang diajukan kepada Menteri Teknis oleh daerah 

tersebut. Bentuknya dapat berupa rencana suatu proyek atau kegiatan tertentu atau dapat berbentuk 

dokumen program rencana pengeluaran tahunan dan multi tahunan untuk sektor-sektor serta 

sumbersumber pembiayaannya.Bentuk usulan daerah tersebut berpedoman pada kebijakan instansi 

teknik terkait. Kecuali usulan tentang proyek/kegiatan reboisasi yang dibiayai dari bagian dana 

reboisasi. Dalam sektor/kegiatan yang disusulkan oleh daerah termasuk dalam kebutuhan yang tidak 

dapat diperhitungkan (tidak dapat diperkirakan secara umum dengan menggunakan rumus alokasi 

umum) maka daerah perlu membuktikan bahwa daerah kurang mampu membiayai seluruh 

pengeluaran usulan kegiatan tersebut dari Pendapatan Asli Daerah, Bagian Daerah dari Pajak Bumi 

dan Bangunan, Bagian Daerah dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Bagian Daerah dari 

Penerimaan Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Pinjaman Daerah, dan lain-9lain penerimaan 

yang sah, yang penggunaannya dapat ditentukan sepenuhnya oleh Daerah.Pengalokasian Dana 

Alokasi Khusus kepada Daerah ditetapkan oleh Menteri Keuangan Setelah memperhatikan 

pertimbangan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Menteri Teknis terkait dan Instansi yang 

membidangi perencanaan pembangunan nasional. Penggunaan Dana Alokasi KhususPengalaman 

praktis penggunaan DAK sebagai instrumen kebijakan misalnya:a) Pertama, dipakai dalam kebijakan 

trasfer fiscal untuk mendorong suatu kegiatan agar sungguh-sungguh dilaksanakan oleh daerah.b) 

Kedua, penyediaan biaya pelayanan dasar (basic services) oleh daerah cenderung minimal atau 

dibawah standar. Dalam alokasi DAK tersebut Pusat menghendaki adanya benefit spillover effect 

sehingga meningkatkan standar umum.c) Ketiga, alokasi dana melalui DAK biasanya memerlukan 

kontribusi dana dari daerah yang bersangkutan, semacam matching grant.Penyaluran Dana Alokasi 

KhususKetentuan tentang penyaluran Dana Alokasi Khusus kepada Daerah ditetapkan oleh Menteri 

Keuangan. Ketentuan pelaksanaan penyaluran Dana Alokasi Khusus ini diatur lebih lanjut dengan 

Keputusan Menteri Keuangan, yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 553/KMK.03/2000 tentang 

Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sebagaimana telah diubah 

dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor 655/KMK.02/2000 tanggal 27 Desember 2001 tentang 

Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 553/KMK.03/2000 tentang Tata Cara 

Penyaluran Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. 

 

Prinsip Dana Perimbangan 

1. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencakup pembagian 

keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan 

transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan Daerah.  
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2. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan subsistem 

Keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah. 

3. Pemberian sumber keuangan Negara kepada Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan 

Desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah 

dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal.  

4. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan suatu sistem 

yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, 

dan Tugas Pembantuan. 

 

SIMPULAN 

Dana Perimbangan adalah sumber pendanaan dari APBN untuk mendukung otonomi daerah, 

yang bertujuan meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Terdiri dari Dana Bagi Hasil 

(DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), dana ini membantu 

mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah serta antar-daerah. Meskipun demikian, 

ketergantungan daerah terhadap dana pusat masih tinggi. Dana Perimbangan dirancang untuk 

mendorong daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memastikan pembagian 

keuangan yang adil, proporsional, dan transparan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-

masing daerah. 
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